BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Desa Luwoo merupakan desa yang memulai sistem pemerintahan desa
sejak tahun 1892. Desa yang menurut sebagian besar tokoh ataupun
masyarakat sebagai lumbung para politisi sampai saat ini.

Dinamika masyarakat Luwoo yang pertama adalah desa Luwoo desa
memiliki banyak figur politik memiliki pandangan positif terhadap
kebijakan politik, dengan demikian hingga saat ini masyarakat masih
menaruh harapan pada tokoh yang dimaksud, seperti bapak Sofyan Puhi
dalam beberapa kali dipercara oleh rakyat untuk mencalonkan sebagai
kepala daerah.

Proses demokrasi masyarakat lokal desa Luwoo, telah berlansung lama,
yang dimulai dari jaman orde lama, orde baru hingga revormasi. Seperti
pendapat dari bapak Agus Maga, pembelajaran proses tersebut dari orang
tua beliau sejak massa orde baru.

Interpretasi Luwoo kampung politik adalah beberapa anggapan warga
setempat kampung tersebut adalah basis para politisi sehingganya banyak
tokoh-tokoh politik yang berpengaruh berasal dari desa tersebut, seperti
tabel 11.

Elit politik hingga saat ini menjadi rujukan masyarakat untuk meminta
pendapat dalam pengambilan saran poitik. Namun demikian saat ini terjadi

keretakan dikubu PPP, antara bapak Sofyan Puhi dan bapak Hendra Abdul



saat pemilihan kepala daerah tahun 2015, yang kedua tokoh tersebut
berasal dari desa Luwoo.

Dinamika yang ada sekarang bahwa masyarakat masih merujuk kepada
elit politik, namun elit yang berbeda partai, sehingganya dalam
pengambilan sebuah kesimpulan politikpun bisa dipastikan berbeda. 2,
Budaya demokrasi di Desa Luwoo masi seperti biasanya, saling
menghargai pilihan politik, meskipun tidak lagi berpegang pada partai
berhaluan Islam.

Bapak Alm Djabar Bahuwa yang menjadi tokoh sentrum semua elit politik
desa Luwoo menaruh dasar tentang berpolitik yang demokratis.

Proses demokrasi hingga saat ini di desa Luwoo, yaitu elit politik tidak
harus memaksakan harus memilih warna tertentu seperti harus memilih
PPP pada warganya, hal ini dibuktikan dengan banyaknya partai politik
berhaluan nasionalis masuk dan digeluti warga masyarakatnya, seperti
Hanura, Nasdem, PDIP dan Gerindra.

Sistem budaya masyarakat Luwoo dalam berpartisipasi dalam suka rela,
seperti pada perayaan hari besar agama Islam dan partisipasi dalam politik,
masih adanya bawaan atau panduan oleh aturan-aturan partai Islam seperti
PSIl dan NU. Dengan demikian hal tersebut berbeda dengan sistem
budaya yang terjadi di Mojokuto.

Desa Luwoo memiliki cerita tersendiri dalam perpolitikan, dimana
awalnya warga desa Luwoo berprovesi sebagai Nelayan beralih pada

pengajar atau guru dari guru tersebut munculah para politisi, hingga saat



ini bisa dilihat banyak dari warga desa tersebut berstatuskan pegawai
negeri sipil.

Pembuktian warga Luwoo sebagai politisi tersebut pada tahun 2000, lima
orang warga desa Luwoo terpilih menjadi anggota dewan Provinsi dan
Kabupaten Gorontalo, dan pada tabel jumlah para politisi yang berada di
desa Luwoo.

Seperti pada pembahasan yang ada menurut beberapa tokoh masyarakat
bahwa di desa Luwoo, partisipasi dalam berpolitik lebih didasari pilihan
rasional dan bukan politik uang.

Fusi partai Islam tahun 1971 kepada PPP, membentuk dinamika tersendiri
terhadap warga Luwoo yang basis partai Islam. Dengan kepemimpinan
orde baru sebagain tokoh desa Luwoo menentang hal demikian seperti
cerita Alm bapak Karim Abdul yang dituturkan oleh bapak Subhan
Ibrahim, hal tersebut bisa dilihat kesesuaiannya dengan penjelasan hasil
pemilu tahun 1955-2014 pada tabel 14.

Agama sebagai dasar berpolitik yang ada di desa Luwoo saat sekarang
adalah bawaan atau bentukan atas aturan-aturan partai-partai Islam yang
sebelumnya berada di desa tersebut. Sehingga sampai saat ini desa Luwoo
menjunjung tinggi musyawarah mufakat dan dengan musyawarah tersebut
disetiap pemilihan yang seperti biasanya terbentuk kubu dan konflik pada
umumnya menurut tokoh-tokoh di desa tersebut, hal ini segera mereda

hingga beberapa hari setelah pemilihan.



Terkait perilaku warga desa Luwoo merupakan masyarakat yang begitu
konsisten terhadap pilihan politiknya, seperti idealisme yang terus
membesarkan partai Islam ditengan dualisme tokoh PPP yang berada di
desa tersebut. Perilaku juga ini terlihat pada saat pemilihan tiba dimana
warga desa Luwoo sebagiannya berprovesi sebagai PNS yang seperti kita
ketahui bersama memiliki tekanan secara politik jika tidak mengikuti salah
satu instruksi.

Desa Luwoo sepertinya memiliki perbedaan dengan desa lain dalam
bidang politik, yakni persepsi masyarakat terkait politik tidak hanya pada
saat momen politik, tetapi pada hari-hari biasa pembicaraannyapun seputar

politik.

5.2 Saran

Dinamika politik masyarakat lokal dasa Luwoo merupakan sebuah alat
untuk dijadikan bahan bacaan yang faktual terhadap permasalahan terkait
partisipasi masyarakat berdemokrasi.

Berdasarkan dinamika yang ada bahwa agama seharusnya tidak hanya
menjadi alat hubungan dengan ‘Pencipta’, tetapi lebih diterjemahkan lagi
kedalam hal-hal yang mengurus hubungan-hubungan kemasyarakatan.
Konsistensi dalam pelihan politik warga Luwoo perlu menjadi contoh
untuk bagaimana politik menjadi sebuah hal yang berharga dimata

masyarakat.



- Tingkat partisipasi warga desa Luwoo yang secara suka rela perlu diambil
contoh, baik partisipasi dalam hal pelestarian budaya keagamaan dan
partisipasi dalam bidang politik.

- Tokoh atau elit politik dalam menjalani proses demokrasi harus memiliki
hubungan baik dengan semua komponen masyarakat. Untuk bagaimana

terciptanya good governance.
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